QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,
Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah Provinsi dan melaksanakan

pembangunan daerah memerlukan dana vyang
memadai, terutama dari sumber perpajakan;

b. bahwa Bea Balik Nama Kendaraan di atas air
merupakan salah satu sumber pendapatan

Pemerintah Provinsi guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah;

c. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Provinsi berwenang untuk memungut bea balik nama
kendaraan di atas air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf
a,b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan suatu Qanun
tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4189);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);



Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

Undang—-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3897);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 952);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

d an

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

QANUN TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonomi
yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk.
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di Atas Air.

Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat
BBN-KAA adalah Pajak atas penyerahan Kendaraan di Atas Air.

Penyerahan Kendaraan di Atas Air adalah pengalihan hak milik kendaraan di
atas air sebagai akibat perjanjian atau keadaan baik berupa jual beli, tukar
menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, dan pemasukan ke
dalam badan usaha.

Jenis Kendaraan di Atas Air adalah jenis kendaraan yang terbuat dari kayu,
fiber glass dan besi.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban, menurut Kketentuan peraturan peraturan
perundangan-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang
oleh wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak
Daerah.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau Piutang
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan
Hama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il

NAMA OBJEK DAN SUBJEK BEA BALIK NAMA
KENDARAAN DI ATAS AIR
Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dipungut pajak Bea Balik
Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan kendaraan di atas air.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan

kendaraan di atas air.



)

3

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Kendaraan di atas air sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a.

b.

C.

d.

T
a
d

a

b
c
d

Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang
dari GT 7;

Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan
ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;

Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang
meliputi yacht/plesure ship/sporty ship; dan

Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

ermasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagai mana dimaksud dalam
yat (1) adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar Negeri untuk
ipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;

untuk perdagangkan;

: untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan

digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga
bertaraf Internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak

b
k

erlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan
embali dari wilayah pabean Indonesia.

Di kecualikan sebagai objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air

S
a

a.

b.

—

ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan kendaraan di
tas air kepada :

Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota
dan pemerintah desa;

Kedutaan, Konsulat, Perwakilan, Negara asing dan Perwakilan
Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik
sebagaimana berlaku untuk pajak negara;

Orang pribadi atau badan atas kendaraan di Atas Air Perintis;

Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk
dipamerkan dan atau dijual;

Kendaraan di atas Air yang dipergunakan sebagai pemadam kebakaran;
Kendaraan di Atas Air yang disegel atau disita oleh negara.

Pasal 4

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah orang
pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di Atas Air.

Wayjib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah orang
pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan di Atas Air.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Bea Balik

Nama Kendaraan di Atas Air adalah :

a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau
ahli warisnya; dan

b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.



